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ABSTRAK

Profesi sebagai pejabat notaris sudah lama dikenal, dan bahkan sejak Indonesia
belum merdeka tepatnya sejak abad ke — 17. Kedudukan notaris sebagai sistem hukum
Indonesia adalah untuk melayani masyarakat di dalam bidang hukum perdata,
khususnya dalam hal membuat alat bukti untuk suatu perbuatan hukum maupun
peristiwa hukum. Dalam pembatalan suatu akta otentik tidak dapat dilakukan secara
serta merta, karena akta otentik merupakan alat bukti yang.sempurna untuk menjamin
kebenaran adanya suatu_perbuatan _hukum. Notaris dan produknya yaitu berupa akta
dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk mendukung terciptanya suatu kepastian dan
perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah pokok dalam penelitian ini
adalah apakah faktor — faktor penyebab!akta: —‘akta di, kantor notaris Melly Tri Yenny
Alidin S.H dibatalkan dan bagaimana tanggung jawab ‘prafesi notaris atas pembatalan
akta yang dilakukan oleh para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang
dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji
suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun
dengan melakukan suatu pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa.kebatalan dan pembatalan
akta notaris dapat terjadi karena beberapa hal yang tidak terpenuhinya syarat objektif,
ketidakcakapan ahselut, ketidakcakapan bertindak, ketidakcakapan relatif, bertentangan
dengan undang — undang, dan wanprestasi sebagai syarat batal. Apabila dalam akta
hanya salah satu pihak saja yang menandatangani, maka tidak dapat dikatakan telah ada
kesepakatan antara para pihak. Dan notaris bertanggung jawab atas pengesahan
pembatalan yang dilakukan oleh para-pihak.

Kata kunci : Akta, Notaris, Pembatalan.



ABSTRACT

The profession as a notary official has long been known, and even since
Indonesia has not been independent, precisely since the 17th century. The position of a
notary as a legal system in Indonesia is to serve the community in the field of civil law,
especially in terms of making evidence for a legal act or legal event. The cancellation of
an authentic deed cannot be done immediately, because the authentic deed is a perfect
evidence to guarantee the.truth of.a legal act. Notaries.and their.products in the form of
a deed can be interpreted as an effort by the state to support the creation of legal
certainty and protection. for every member of the community.

Based on this background, the main problem in this research is whether the
factors that cause the deed at the. Melly/“Tri Yenny Alidin S.H notary office to be
canceled and what is the respensibility of the notary profession for the cancellation of
the deed carried out by the parties.

The research method used is sociological legal research in which the type of
legal research is carried out by analyzing and examining a problem directly, either by
interview or by making an observation.

Based on the results of the study, it can be understood that the cancellation and
cancellation of a notarial deed can occur due to several things that do not fulfill the
objective requirements, absolute incompetence, inability to act, relative incompetence,
contrary to the law, and default as a condition for cancellation. If in‘the deed only one
party signs, it cannot-be said that there has been.an agreement between the parties. And
the notary is responsible for ratifying the cancellation made by the parties.

Keywords : Deed, Notary, Cancellation.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Profesi.-sebagai pejabat notaris sudah lama dikenal, dan.bahkan sejak
Indonesia belum merdeka tepatnya sejak abad ke — 17. Kedudukan notaris sebagai
system hukum Indonesia:'adalah untuk melayani'/masyarakat di dalam bidang
hukum perdata, khususnya dalam hal membuat alat bukti untuk suatu perbuatan
hukum maupun peristiva hukum. Notaris dan produknya yaitu berupa akta dapat
dimaknai sebagai upaya negara untuk mendukung terciptanya suatu kepastian dan
perlindungan hukum bagi setiap anggota masyarakat. Dengan pernyataan tersebut
pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang — Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang —
Undang Nomor 2 Tahun 2014-tentang.petubahan atas Undang — Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang — Undang
Jabatan Notaris) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang
— Undang ini atau berdasarkan undang — undang lainnya.

Secara lebih spesifik kewenangan Notaris diatur didalam Pasal 15 Undang —
Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris berwenang membuat Akta Otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang — undangan atau yang sudah dikehendaki oleh yang
berkepentingan untuk dinyatakan di dalam Akta Otentik tersebut, menjamin

kepastian tanggal pembuatan suatu Akta, menyimpan Akta, memberikan salinan



dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang — undang. Akta atau tulisan tersebut merupakan hasil curahan isi
pikiran yang dituangkan dalam.bentuk rangkaian huruf berupa tulisan dan akta
atau surat ini dapat digunakan sebagai alat bukti serta merupakan salah satu dasar
pertimbangan putusan seorang-hakim di dalam.memutus perkara yang ditangani.
Akta atau surat sebagai salah satu bukti tertulis yang merupakan suatu penuangan
dari hasil pemikiran seseorang atau lebih dari seorang yang dituangan dalam
bentuk gambar, huruf, tulisan dan rangkainnya berupa kalimat serta mempunyai
makna atau arti (Prayitno, 2018).

Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan berkaitan dengan
kepastian hukum yang terletak dikekuatan pembuktiannya. Akta otentik memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Akta otentik itu'menjadi bukti dari
kebenaran seluruhisinya, sampai ada bukti yang menandakan kepalsuan akta itu,
sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti, jikalau tanda
tangannya diakui atau. dianggap sebagai diakui. benarnya, Adapun tentang
tanggalnya akta itu, terhadap pihak Ketiga,. tidak mempunyai kekuatan sebagai
bukti (M Tresna, 1982).

Dengan demikian dapat diberikan pengertian bahwa Notaris merupakan
pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat alat bukti berupa surat. Pada
Pasal 1867 BW mengatur bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan
tulisan — tulisan otentik maupun dengan tulisan — tulisan di bawah tangan. Akta

yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris sudah tergolong sebagai tulisan —



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tulisan otentik karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW yaitu bentuknya

ditentukan oleh Undang — Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai — pegawai

umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Pendapat lain

tanggal dan jam, serta tempat yang tertera dalam akta, pelaksanaan dari perbuatan
hukum yang tertuang di dalam Akta Otentik menjadi tanggung jawab penghadap.
Dalam rangka mengakomodir kehendak penghadap, Notaris dapat memberikan
saran — saran dan mengarahkan perbuatan hukum tersebut dengan berpijak pada
aturan hukum yang benar (Adjie, 2011). Ada kalanya pelaksanaan sebuah

perbuatan hukum, seperti contohnya sebuah perjanjian mengalami sebuah kendala



sehingga tidak bisa dipenuhi atau keberadaan akta tersebut menimbulkan kerugian
bagi pihak ketiga.

Dalam hal terjadinya perselisihan antara para pihak atau dengan pihak
ketiga, maka upaya hukum wyang dapat_diambil adalah..dengan mengajukan
gugatan ke pengadilan atau membatalkan suatu akta yang sudah dibuat. Untuk
upaya hukum yang pertama para-pihak dapat mengajukan gugatan perdata dengan
dalih wanprestasi (1243 KUHPerdata) maupun perbuatan melawan hukum (1365
KUHPerdata). Sedangkan upaya yang kedua, para pihak dapat bersepakat untuk
membatalkan perjanjian tersebut. Pembatalan suatu perjanjian dapat diatur di
dalam perjanjian itu sendiri dalam bentuk syarat batal. Namun akan berbeda
apabila akta yang dituntut pembatalannya berupa akta pernyataan ataupun akta
relaas. Notaris sebagai pihak yang netral seringkali menjadi pihak yang
dipersalahkan dengan adanya, akta yang dibuat tersebut, padahal akta tersebut ada
karena kehendak penghadap sendiri. Notaris dianggap bertanggung jawab dengan
adanya akta tersebut dan seringkali dituntut untuk membatalkan akta otentik yang
telah dibuat olehnya.

Pembatalan suatu akta otentik'tidak.dapat dilakukan secara serta merta,
karena akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna untuk menjamin
kebenaran adanya suatu perbuatan hukum. Harus dilihat siapa yang berwenang
untuk membatalkan akta otentik tersebut. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk
diteliti lebih lanjut kewenangan notaris dalam membatalkan akta yang dibuatnya,
agar memberikan landasan yang jelas mengenai kewenangan notaris terutama

manakala terjadi sengketa terkait akta yang dituntut pembatalan.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

suatu akta di kantor

ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata
mengenai tanggung jawab profesi notaris atas pembatalan akta
yang dibuatnya.

2. Hasil penelitian juga dapat diharapkan untuk membantu dan

memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pengetahuan lebih mengenai pertanggung jawaban profesi notaris

yang berkaitan dengan akta otentik.

D. Tinjauan Pustaka

abagai bukti

pihak yang

yang diberi
tandatangan yar , Al di dasar dari suatu

haka tau perkata : at sejak se a untuk pembuatan
2 &

peristiwa.

Sedangkan R. Tresna mengatakan bahwa : “ Pada umumnya akta itu
adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian —
kejadian atau hal — hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu
perjanjian dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana

dinyatakan sesuatu perbuatan hukum (Tresna, 1993).
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Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat — surat yang ditandatangani, dibuat

untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa

surat itu dibuat (Daeng Naja, 2012).

yang terca Sura ebag " api yang tersebut

kemudian itu ha eke ) di : 3 ubung dalam

Jatangani, yang

akan digunakan

yang berwenang yang berguna untuk memuat atau menguraikan secara otentik
suatu tindakan yang dilakukan atau keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh
pejabat umum pembuat akta tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah
notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil dan

sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
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bagi para pihak dan beserta seluruh ahli waris atau pihak lain yang mendapat hak
dari para pihak.

Pada pasal layat (7) Undang — undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

undang — ar diha : adan yang menurut

undang — unda ek ak mela orang, Groose

kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta
otentik.

- Kekuatan pembuktian formil (formelebewijskracht) yang memberikan
kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul — betul

diketahui dan didengar oleh notaris dan diterangkan oleh para pihak yang
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menghadap, yang tercantum di dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan dalam pembuatan akta notaris.

- Kekuatan pembuktian materiil (materielebewijskracht) yang merupakan

tangan tidak
disangkal menyangkal
kebenaran ersebut, sehingga
berdasarkan pasal 18 i ‘j ‘- ) -L :h_ ata akta di bawah
tangan terse gan suatu akta

otentik, yai

dalam Acara Perdata). Pasal 1866 kitab undang — undang hukum perdata
menyebutkan lima macam alat bukti yang terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan
saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda —

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
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Surat sebagai alat bukti tertulis itu dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta

dan surat — surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta dibagi lagi menjadi

akta otentik dana akta di bawah tangan. Sedangkan menurut pasal 1870 KUHPdt

— ketentuan tersebut dicantumkan dengan tegas di dalam pasal — pasal tertentu
dalam UUJN, yang jika dilanggar oleh notaris, sehingga akta notaris memiliki
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu :

a) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf m tentang membacakan akta
dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4

(empat) orang saksi khusus di dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan.

10
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b) Melanggar ketentuan pembacaan akta sebagaimana yang dimaksud pada
yang tidak wajib dilakukan, jikalau penghadap menghendaki agar akta tersebut

tidak dibacakan karena penghadap tersebut telah membaca sendiri, mengetahui,

bahwa hal tersebut
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isi dari akta tersebut.

e) Pelanggaran pasal 49 UUJN mengenai perubahan isi akta.

f) Pelanggaran pasal 50 UUJN mengenai pencoretan kata,
huruf, dan angka.

g) Pelanggaran pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan

notaris untuk membetulkan kesalahan tertulis.

11



b. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata

Alasan — alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum diluar
aturan yang telah ditetapkan di dalam undang — undang Jabatan Notaris yang
mengakibatkan pembatalan akta.notaris yang pada hakikatnya sama dengan alasan
— alasan yuridis pembatalan perjanjian dalam KUHPerdata.

Berdasarkan pasal 1320 kitab-undang — undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
menyebutkan bahwa ada 4 syarat, yang apabila syarat pertama dan kedua yang
merupakan syarat subyektif tidak bisa terpenuhi maka akta tersebut dapat
dibatalkan, dan apabila syarat ke tiga dan ke empat yang merupakan syarat
obyektif tidak terpenuhi maka akta menjadi batal demi hukum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan perjanjian diatur di dalam
pasal 907, 1468, 1470, dan 1471 KUHPerdata tentang ketidakberwenangan
bertindak, berdasarkan pasal, 1253 KUHPerdata tentang terpenuhinya peristiwa
hukum yang merupakan suatu Syarat batal, cacat kehendak dan penyalahgunaan
keadaan dalam pasal 1321 KUHPerdata, tidak terpenuhinya syarat — syarat formil
dan cacat materil di dalam pasal 1869 KUHPerdata.

Alasan — alasan di dalam_yuridis tentang pembatalan suatu akta notaris
secara umum diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam undang — undang
Jabatan Notaris yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada
hakikatnya sama dengan alasan — alasan yuridis di dalam pembatalan perjanjian.
Cacatnya suatu akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris

yang mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak

12
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mempunyai akibat hukumnya (Peter E Latumenten, 2011). Adapun sebab — sebab

tersebut :

1. Tidak memenuhi syarat obyektif suatu perjanjian

umum dan

dengan syarat

adalah bagian yang sudah ditambahkan. Apabila berbicara mengenai akta notaris
maka bentuk formil suatu akta notaris harus berdasarkan pada undang — undang
Jabatan Notaris dan perundang — undangan yang terkait, sebagai contoh apabila
akta notaris berupa akta pendirian perseroan terbatas berarti bentuk perjanjian

formilnya harus sesuai dengan UUJN dan UU Perseroan Terbatas. Sehingga

13
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apabila akta notaris tidak memenuhi syarat formil maka akta tersebut menjadi
batal demi hukum.

Implikasi hukum terkait dengan pembatalan akta notaris berdasarkan

pengadilan

2.

perjanjian dianggap tidak pernah ada.
3. Akta Notaris Dinyatakan Memiliki Kekuatan Pembuktian Sebagai
Akta Dibawah Tangan.

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan Batasan akta notaris yang
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika

tidak memenuhi ketentuan, antara lain:

14



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan,
b. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan,

c. Cacat dalam bentuknya meskipun di dalam akta

0 ). pembuktian sebagai
anaaan 'Qa )
| Z

A " akta dibawah

tangan jika bersangkutan.

Jika tidak gkutan, maka

termasuk hukum karena

tidak meme Jang. Ketentuan

o
2
i
&
&
P
o

— ketentuan tersebut dica S asal tertentu dalam
UUJN.
4,

4 Tentang Jabatan
Notaris, notaris adala .@ . ng untuk membuat suatu akta

autentik dan memiliki kewe

— undang. Berdasarkan Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris, di dalam pasal 15 dan 16 yang mengatur mengenai kewenangan dan
kewajiban bagi Pejabat Notaris, Notaris berwenang membuat suatu akta otentik
mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang — undangan.
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Dalam menjalankan suatu kewajiban dan kewenangannya berdasarkan
Undang — Undang Jabatan Notaris, notaris harus terlebih dahulu bersumpah. Hal

ini juga membawa konsenkuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris

Notaris, sala jala /a akan dengan
Amanah ] ekl erseput. adalah dalam
menjalankan jab a03 - 1 ytentik, notaris

harus jujur da pertangg : ri akta otentik

yang telah dibua : r aba ';_ ﬁ suatu ketentuan
yang mengatur.ds ’kewenangan yang ’ ang notaris.

E. Kons

memberikan a i ari ahaman, yaitu sebagai
berikut :

a. an adala Uatan-membatalkan. Arti lainnya

pihak yang mana pembatalan tersebut mempunyai saksi yaitu Notaris.

b. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan atau oleh yang
telah ditentukan dalam Undang — undang Jabatan Notaris (UUJN).

c. Pejabat notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah
atau negara yang mempunyai kewenangan dalam membuat suatu akta

(Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2019).
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dan sifat penelitian, jenis dan sifat penelitian yang digunakan oleh

a. Pelaksanaan studi atau penelitian yang dipilih tidak menimbulkan
masalah dalam kaitannya dengan kemampuan tenaga penulis.

b. Hal yang paling membantu penulis memilih lokasi tersebut adalah
masalah dana, dimana penulis tidak dituntut melakukan penelitian

dengan biaya yang besar.

17
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c. Pemilihan lokasi penelitian ini dapat memberikan efisiensi waktu

dan masih dapat melaksanakan tugas pokok penulis.

d. Adanya keterbukaan dari

A

o
i
)
&
s
o

secara lisan melalui kuesioner atau melalui pedoman wawancara.

TABLE 1.1 Populasi dan Responden

pihak notaris dalam memberikan

No Responden Populasi | Ket

1 Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH 1 Sensus

2 Pihak yang membatalkan 25 Sensus
Jumlah : 26 Sensus

Sumber Data : 2005 — 2016
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4. Sumber Data

1) Data Primer

a langsung dari
lapangan, 8 adalah buku,
arsip, doku elitian ilmiah,

dan bahan permasalahan

jawaban dari pertanyaan tersebut. Penulis melakukan wawancara terstruktur
dengan Notaris tersebut.
2) Studi Kepustakaan
Penulis mengkaji dan mempelajari buku — buku, arsip — arsip dan

dokumen maupun peraturan — peraturan yang ada hubungannya dengan yang

diteliti.
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6. Analisis Data
Dalam sebuah penelitian ini, penulis memilih menggunakan analisis data

secara kualitatif kemudian dipaparkan lagi secara deskriptif. Analisis data secara

yang dimu a lapanga i rtanyaan kemudian
dihubungka eOri , huk a g sesuai ke N pertanyaan hingga
kesimpulan. Ha I
pendekatan yang berang : elanjutnya peneliti
menganalisi ta yang dite . at_pe dikaitkan dengan

teori, dalil, huk
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A TINJAUAN TENTANG AKTA

surat yang

=
=3
@
=
=
)
S
1S
-

nejadi dasar

sengaja untuk

ilmu yang

»

ALRIRRNE Y

uhi persyaratan

s adalah sebagal

nama dan tempat kedudukan dari pejabat dihadapan siapa akta itu dibuat.

2. Unsur — unsur khusus

Unsur khusus adalah unsur yang secara khusus harus terkandung dalam
akta tertentu,akan tetapi keberadaannya itu bukan merupakan keharusan dalam
akta lainnya. Contohnya: dalam akta jual beli harus ada dicantumkan dari nilai

jual beli, apabila tidak ada harga maka jual beli belum terlaksana.

21



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perjanjian — perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan notaris
disebut dengan akta. Menurut pasal 1 angka 7 Undang — Undang Jabatan Notaris

menentukan bahwa: “akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di

1868 Kita [ ang K u: akta otentik ialah

akta yang a ntuk ye ang, dibuat oleh

atau dihada AWa jaw. : itu di tempat

dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: “suatu
akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang —
orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa

yang dimuat di dalamnya”.

Notaris wajib menyimpan dalam kumpulan dokumen yang terjilid

berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan
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untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis
bunyinya dengan minuta akta yang disimpan di kantor notaris. Perbedaan antara

minuta akta dengan salinan akta terletak diakhir akta, dalam minuta akta terdapat

termasuk @F dalam jangka
waktu yan

diantur dala

ALALY

Avaen

Pasal 1866 KUHPerdata mengatakan bahwa bukti tulisan merupakan salah
satu alat bukti tertulis. Demikian pula dalam pasal 1868 KUHPerdata yang
menetapkan bahwa: “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan —

tulisan otentik maupun dengan tulisan — tulisan dibawah tangan”.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam

gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan
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terdegrasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta dibawah tangan, notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga

mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian

notaris dapat i 3 a tersebut dan
diawajibka
menderita |

Not:

dituangkan

ini notaris

ERALAR AR

2%0
=
QD
>
S
D
o]
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o
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2
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diperlihatk

mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang
harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas
jabatannya harus tetap pada koridor yang ditentukan dalam Undang — Undang
Jabatan Notaris. Namun dalam kenyataannya masih saja ada akta notaris yang

dipermasalahkan oleh para pihak dan penyebab terjadinya konflik timbul dari akta
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yang dibuat oleh kesalahan yang dilakukan oleh notaris itu sendiri ataupun dari

pihak lain.

Wewenang utama notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas

mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan, Peraturan Jabatan Notaris
harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum. Dan sepanjang mengenai
persyaratan, akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya, apabila
persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Dalam pada itu hal ini hendaknya

jangan diartikan, bahwa setiap kelalaian mengakibatkan suatu akta tidak

sah. Misalnya pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam pasal
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24 dan 25 Peraturan Jabatan Notaris tidak mengakibatkan batalnya akta
itu, akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran hanya terhadap ketentuan

dalam pasal, maka akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya dan

sendiri, di : - n jaba Se ‘, a yang dibuat
sedemikian dan yang me uraian dari apa \ lan disaksikan serta

dialaminya ama A  dibuat l : abat umum.

terjadi karen n notaris, artinya
yang diterang gpada notaris dalam
menjalankan jabat ."" ain itu sengaja datang

dihadapan notaris, agar keteranga erbuatan itu dikonstatir oleh notaris di

dalam suatu akta otentik. Akta yang sedemikian dinamakan akta yang dibuat oleh

dihadapan notaris.

Ada 2 golongan akta notaris, yakni:

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dinamakan akta relaas

atau akta pejabat.

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Akta yang dibuat dihadapan notaris yang dinamakan akta

partij.

Termasuk di dalam akta relaas ini antara lain berita acara rapat para

akta, ya akta M pas ) Peraturan

Jabatan
dalam jabatann ejabat u an dari S apa yang dilihat,

disaksikan

1. AKTA PARTIJ

Undang — undang mengharuskan bahwa akta — akta partij, dengan diancam
akan kehilangan otentisitasnya atau dikarenakan denda, harus ditanda tangani oleh
para pihak yang bersangkutan setidak — tidaknya di dalam akta itu diterangkan apa
yang menjadi alasan tidak ditanda tanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak

yang bersangkutan, misalnya para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau
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tangannya lumpuh dan lain sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh
notaris dalam akta itu dan keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda

tangan. Dengan demikian untuk akta partij penanda tanganan oleh para pihak

pembuatan ' berit . 17 d perseroan terbatas
orang — or ) had ah meninggal ta itu ditanda
tangani, ma ris m an ¢ ::“__ Wa para yang hadir
telah meningga - e (1) e : an.dalam hal ini akta

itu tetap mert

kepalsuannya, denga jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang
bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi
keterangan itu adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu

di perkenankan pembuktian sebaliknya.

Dalam hubungannya denga apa yang diuraikan diatas, maka yang pasti

secara otentik pada akta partij terhadap pihak lain, ialah:

28



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Tanggal dari akta itu.
2. Tandatangan — tandatangan yang ada dalam akta itu.

3. Identitas dari orang — orang yang hadir.

akta itu adalah sesuai

g\\\\\“O‘

Akta

Jabatan Nota

ﬁ‘\\;\
o ® -
< '
P

sedangkan me

demikian.

Grosse dari akta ote hebe hal mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti putusan hak an akta yang dibuat dibawah tangan

tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawa tangan lebih besar

dibandingkan dengan akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris

adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang —
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undangan, bahwa harus ada akta — akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari

tugas yang dibebankan oleh undang — undang kepada pejabat — pejabat atau orang

— orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda

demikian juga

yakni:

Lahiriah

akta itu sendiri untuk membuktikan d a sebagai akta otentik. Kemampuan ini
menurut pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat
dibawah tangan, akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai
yang benar — benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan,

apabila yang menanda tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu
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atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai

telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri

Sepanja genai kekuata nbukt ANg merupakan
pembuktian ya maka “akta
partij” dan “ak a yang dari luar

kelihatannya terhadap setiap

perbedaan — perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibuat
dibawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan
berupa akta otentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain — lain

perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan denganhukum pembuktian.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (formele

bewijskracht).
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Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan,
bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu,

sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa

da tangan itu

i telah diakui

dalam akta itu, sedang kebenaran e erangan — keterangan itu sendiri hanya

pasti antara pihak — pihak sendiri.

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak
mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka
akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa

keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun
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keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada di dalam akta partij maupun
di dalam akta pejabat, mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku
ternadap setiap orang, yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan
mereka. Pembuktian sebaliknya.terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga
berlaku pembatasan. Siapa yang menyatakan bahwa akta itu memuat keterangan
yang kelihatannya tidak berasalcdari\ notaris 4tu, berarti menuduh bahwa terjadi
pemalsuan dalam materi dari akta itu, misalnya adanya perkataan — perkataan
yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun ditambahkan. Hal ini berarti

menuduh keterangan dari pejabat itu palsu dan untuk itu harus di tempuh.

3. Kekuatan Pembuktian ~ Material (materiele

bewijskracht).

Dahulu dianut pendapat, bahwa dengan kekuatan pembuktian formal tadi
habislah kekuatan pembuktian-dari akta otentik. Pendapat sedemikian sekarang ini
tidak dapat diterima lagi. Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian
material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris
yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum
di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang
dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan
sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan atau buatkan
akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan
pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal —
pasal 1870, 1871, dan1875 KUHPerdata, antara para pihak yang bersangkutan dan

para ahli waris serta menerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang
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lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan
pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu

pemberitahuan belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan

membuktil ada n g Se ah _tersebut kepada

B, dengan syara t terten: 3 kan dalam akta itu,

demikian j 3 al — beli, a J a'penjualan, benda

diakui tentang
Desember 1921
notaris mengenai

jual — beli ada : m ikan berdasarkan

telah mencapai persetujuan menge lan yang dimuat dalam akta itu, jadi
dengan demikian telah mengadakan perjanjian itu, sehingga akta itu juga adalah
untuk membuktikan tentang harga penjualan dan pembelian dan kebenaran dari

apa yang diterangkan oleh para pihak mengenai itu.

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai

yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi
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terbukti dengan sah di antara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak

mereka, dengan pengertian:

Bahwa akta itu,.apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup

jual beli dari sebuah rumah disebutkan harga penjualan yang lebih rendah dari

harga yang sebenarnya, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Apabila para pihak memberitahukan kepada notaris harga sebenarnya,
untuk mana jual beli itu terjadi antara kedua belah pihak, akan tetapi mereka

meminta kepada notaris untuk mencantumkan di dalam akta suatu harga yang
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lebih rendah, maka di dalam hal ini notaris menyatakan dalam akta itu sekalipun
diatas permintaan para pihak sesuatu yang lain dari pada apa yang diterangkan

oleh para pihak dan dengan demikian notaris melakukan kesalahan.

Dalam pada itu diragukan, apakah notaris terkena hukuman dari pasal —
pasal tersebut di atas, apabila dalam kasus di atas para pihak memberitahukan
kepada notaris, bahwa jual. beli-itu' memang dilakukan dengan harga yang tidak
dicantumkan dalam akta itu, akan tetapi sekaligus menerangkan secara formal,
bahwa jual beli itu dilangsungkan dengan harga yang dicantumkan dalam akta itu,
yakni yang lebih rendah dari yang sebenarnya dan meminta kepada notaris
membuatkan akta mengenai keterangan mereka itu, juga apabila notaris dalam
kasus tersebut mengetahui bukan dari para pihak,.akan tetapi dari pihak lain,
bahwa keterangan formal dari para pihak mengenal harga penjualan itu tidak

sesuai dengan yang sebenarnya.

Dalam hal tersebut di atas orang dapat mengemukakan pendapat, bahwa
sulit untuk mengatakan adanya pembuatan akta secara palsu, oleh karena akta
notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ada diberikan sesuatu
keterangan dan bukan juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dari
keterangan itu, dengan perkataan lain, akta itu dalam hal ini tidak dimaksudkan

untuk membuktikan sesuatu yang lain daripada keterangan dari para pihak.

Pendapat diatas, berdasarkan apa yang telah dijelaskan mengenai kekuatan
pembuktian akta notaris, adalah tidak benar. Akta tersebut, yang menyatakan

adanya jual beli itu, tidak hanya dimaksudkan untuk membuktikan adanya
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diberikan suatu keterangan oleh para pihak, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai
bukti adanya perjanjian jual beli dan mengenai harga penjualan itu. Hanya sifat
dari bukti itu yang berbeda. Di mana kenyataan bahwa ada diberikan keterangan
hanya dapat dibantah dengan menuduh akta. itu-palsu, keterangan yang dijelaskan
itu memberikan bukti, bahwa ada dilangsungkannya jual beli, sekalipun
bertentangan dengan yang sebenarnya, terhadap kebenaran formal mana tanpa
menuduh akta itu palsu diperkenankan membuktikan sebaliknya dengan segala

alat — alat pembuktian yang diperkenankan menurut undang — undang.
B. TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan
yang disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.
Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di Lembaga yudikatif, eksekutif, karena
notaris diharapkan memilikt- ‘posisi' netral. “Jabatan notaris diadakan atau
kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu
dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat

otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang
ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat — pejabat lainnya, selama
sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat — pejabat lain.
Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu — satunya pejabat yang
berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,

dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
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berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semua
sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

notaris,

hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai
kedudukan sebagai “Pejabat Umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil”
meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta — akta otentik untuk hal —
hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta

kematian. Demikian itu karena ia oleh undang — undang ditetapkan sebagai
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“Pejabat Umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta — akta itu (Kartini

Soedjendro, 2001).

Sesuai dengan. kewenangannya, seorang _notaris berwenang untuk

anggal suart di bawahtangan dengan
mendaftar dalam buku khusus.

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus.

C. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan

berupa salinan yang memuat uraian
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sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam

surat yang bersangkutan.

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy

dilakukannnya, terutama perikatan terkait perdagangan dan kehidupan sehari —

hari.

Sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik.
Sehubungan dengan kewenangan tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab
atas perbuatannya atau pekerjaannya dalam membuat akta otentik.

Tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggungjawab profesi
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notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Sehubungan dengan
kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya

atau pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai

dibuatnya. alam hal ini adalah perbuatan pidana

yang dilakukan oleh seorang notaris dalam kapasitasnya
sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta,
bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada
umumnya.

C. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang

dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan undang -
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undang no. 2 tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis
sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang notaris

melanggar ketentuan undang — undang nomor 2 tahun

— undang dan
peraturan — r jabatan notaris.
Materi yang dié . : : - hukum public,

sehingga keten g 3 erd a adalah peraturan —

peraturan.

— ancaman untuk membayar ongkos an, dan bunga. Ketentuan — ketentuan

hukuman tersebut menyangkut 3 hal antara lain:

1. Hilangnya jabatan.

2. Pemecatan.

3. Pemecatan sementara.
4. Denda.
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Notaris adalah pejabat umum yang satu — satunya berwenang atau untuk
menjalankan tugas membuat sebuah akta otentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian dan penempatan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh

n.suatu akta otentik,

dari pasal 1

sal 1 Notaris wet

dipergunaka 2 erlijde i menyusun,

membacaka 3 : atar i akta), gkal pasal 1 Peraturan

“opmaken” diartikan, bahwa notaris hanya berwenang untuk membuat akta
otentik dalam arti “opmaken”, kiranya pengertian dari perkataan itu adalah terlalu
luas untuk pengertian “menyusun, membacakan, dan menandatangani akta” oleh
notaris dan terlalu sempit untuk pengertian hanya “membuat atau menyusun
akta”, sedang yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah “opmaken” dalam

pengertian sempit, yakni “menyusun akta”, oleh karena pekerjaan yang hanya

43



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bersifat “menyusun akta” dapat dilakukan oleh asisten atau pegawai yang

berpengalaman pada kantor notaris, akan tetapi yang dimaksud adalah “verlidjen”

dalam arti memprodusir akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang — undang

perkataan verlidjen.

Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta
otentik dipergunakannya perkataan “bevoegd” (berwenang) dalam pasal 1
Peraturan Jabatan Notaris diperlukan, berhubung dengan ketentuan dalam pasal
1868 KUHPedata yang mengatakan bahwa ‘“suatu akta otentik adalah yang

sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang — undang
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oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana
itu dibuat”. Untuk pelaksanaan dari pasal 1868 KUHPerdata tersebut, membuat
undang — undang harus membuat peraturan perundangan — undangan untuk
menunjuk para pejabat umum-yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai sebagai pejabat yang sedemikian
berdasarkan pasal 1 Peraturan-Jabatan Notaris bhahwa wewenang notaris bersifat

umum, sedangkan wewenang pejabat lain merupakan pengecualian.

Penggunaan perkataan “uitskuitend” (satu — satunya ) dalam pasal 1
Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa
notaris adalah satu — satunya yang mempunyal wewenang umum itu, tidak turut
para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang
tertentu, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebth daripada pembuatan akta
otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang — undang. Ada
sementara orang yang mengartikan atau menterjemahkan dari perkataan
uitsluitend yang dilepaskan dari hubungannya dengan bagian kalimat terakhir dari
pasal tersebut, yakni bahwa “notaris adalah. satu — satunya pejabat yang
berwenang untuk membuat akta otentik-mengenai semua perbuatan, perjanjian,
dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak

juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat otau orang lain”.

Perkataan “uitsluitend” dalam hal ini, dengan dihubungkan dengan bagian
kalimat terakhir mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain. Dengan
perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat

lain adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam suatu

45



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

perundang — undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta

otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris, terkecuali

oleh undang — undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris juga pejabat

perdata. Pembatasan lainnya dari wewenang notaris dinyatakan dengan perkataan
— perkataan tersebut dapat ditafsirkan secara luas atau secara sempit, hal mana
akan dibicarakan dibawah ini, harus diakui bahwa dalam perkataan — perkataan
tersebut terkandung suatu pembatasan, oleh karena jika tidak dimaksudkan

sedemikian, perkataan — perkataan tersebut sebaiknya ditiadakan. Tidak semua
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akta dapat dibuat oleh pejabat notaris, akan tetapi hanya yang mengenai

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan.

Selain daripada itu, dimana pada perkataan — perkataan tersebut dikaitkan
pula perkataan-yang berkepentingan yakni menghendaki akta otentik itu serta
memperhatikan bahwa perjanjian dan ketetapan senantiasa merupakan perbuatan
dari orang = orang yang menugaskan Kepada notaris untuk membuat akta itu atau
dengan perkataan lain bukan merupakan perbuatan dari notaris itu sendiri, maka
kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan dinamakan perbuatan tidak
mungkin juga termsuk di dalamnya pebuatan dari notaris itu sendiri, sehingga di
dasarkan pada perkataan — perkataan tersebut tidak termasuk dalam wewenang
notaris pembuatan akta — akta yang dinamakan akta pengadilan dan akta diluar
pengadilan, terkecuali beberapa pengecualian mengenal akta yang disebut

belakangan, yang juga dinamakan.akta jurusita:

Prof. Hamaker yang menganut pendapat sempit mengemukakan, bahwa
perbuatan hukum "adalah bagian dari bidang tugas notaris, yang membedakan
notaris dari pejabat — pejabat lainnya. Beberapa pejabat lainnya dapat sebagai
perbuatan — perbuatan hukum, misalnya pegawai catatan sipil untuk menyatakan
dalam suatu akta adanya kehendak dari pihak — pihak yang bersangkutan untuk
melangsungkan perkawinan mereka atau tentang adanya pengakuan seorang anak.
Juga secara pengecualian seorang panitera yang mengkonstatir adanya perbuatan
hukum, misalnya suatu penyelesaian secara damai di antara pihak — pihak yang
bersengketa atau adanya suatu perintah untuk melakukan sumpah oleh seseorang

di muka pengadilan. Semua apa yang dilakukan oleh pejabat — pejabat tersebut
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bagi mereka adalah kekecualian. Yang bersandar kepada ketentuan perundang —

undangan khusus.

Prof. Hamaker imenguraikan tugas notaris dengan mengatakan, bahwa

jurusita adala

administra

perbuatan

bersangkuta

Itulah sebabnya we o o 3 : i yakni dalam
melakukan
atu — satunya yang

berwenang untuk me ge : ukum, perjanjian,

melebihi perbuatan — perbuatan, untuk mana kepadanya oleh undang — undang
diperkenankan secara tegas atau secara diam — diam, artinya perbuatan —
perbuatan itu tidak termasuk dalam apa yang diatur dalam pasal 1 Peraturan

Jabatan Notaris.
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Prof. Hamaker membagi hal — hal, untuk mana kepada notaris diberikan
wewenang untuk mengkonstatir perbuatan — perbuatan yang bukan merupakan

perbuatan hukum, dalam dua golongan yaitu, Golongan pertama termasuk

perbuatan

tertentu sec

hal tersebut bertindak di luar bidang tugasnya yang sebenarnya dan dalam
beberapa hal yang disebut diatas notaris mempunyai wewenang untuk

melakukannya bersama — sama dengan pejabat umum lainnya.

Prof. Hamaker mengajarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, notaris
hanya berwenang untuk mengkonstatir perbuatan — perbuatan hukum dan

selanjutnya yang demikian sebagai pengecualian dan juga notaris hanya dapat
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mengkonstatir perbuatan — perbuatan nyata yang bukan merupakan perbuatan

hukum, untuk mana kepadanya diberikan wewenang oleh ketentuan perundang —

undangan khusus.

Jabatan notaris dijalankan oleh orang yang khusus diangkat untuk
membuat suatu akta dan oleh pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan
menurut hukum. Menteri kehakiman menetapkan sendiri yaitu jumlah notaris
yang dimaksud adalah tempat kedudukannya dan daerah di dalam mana notaris

menjalankan jabatannya dan tempat dimana jabatan notaris dirangkapkan pada
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sesuatu jabatan atau pekerjaan. Dalam hal orang yang ditunjuk menurut pasal ini
untuk menjalankan jabatan notaris tidak hadir, berhalangan atau tidak ada, kepala

pemerintah daerah berwenang untuk menugaskan pengisian jabatan itu untuk

dengan pa:
bertindak

kepentinga

perikan pelayanan

sebaik — baiknys masye em otentik. Namun

menolaknya” adalah alasan yang ibatkan notaris tidak berpihak, seperti
adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan
suamil/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk

melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang — undang.

Jabatan notaris memiliki ketentuan di dalam pasal 2 Peraturan Jabatan

Notaris, oleh pemerintah ditetapkan jumlah dari golongan notaris, tempat
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kedudukan dandaerah jabatannya. Selain dari itu juga ditetapkan tempat — tempat,
dimana jabatan notaris dirangkapkan kepada sesuatu jabatan, yakni bupati atau

sekretaris kepala daerah. Kini boleh dikatakan tidak ada lagi notaris merangkap,

aris di dalam
| pertanyaan,

g, oleh karena

pengangkatan wakil notaris baru entikan. Diadakannya jabatan wakil
notaris ini mengingat jumlah notaris pada waktu itu sangat sedikit, sehingga
dianggap perlu untuk mengadakan jabatan ini guna menambah jumlah notaris bagi
pelayanan masyarakat umum. Namun sejalan dengan makin bertambahnya calon
— calon notaris lulusan universitas — universitas yang menjalankan Pendidikan
notariat, maka seperti dikatakan diatas, pengangkatan wakil notaris baru

dihentikan.
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Yang dinamakan notaris pengganti adalah mereka yang diangkat untuk
menggantikan seorang notaris yang cuti atau sakit selama masa cuti dari notaris
yang bersangkutan atau selama notaris itu sakit, sedangkan yang dinamakan
pejabat sementarasnotaris adalah.orang yang.untuk sementara mengisi lowongan
jabatan_notaris, berhubung notaris yang bersangkutan meninggal dunia atau

dipecat, menunggu diangkat seorang notaris tetap.

Kedudukan notaris sangat strategis, karena notaris adalah pejabat umum
yang diangkat oleh pemerintah atau negara, disamping mempunyai kewenangan
dalam membuat atau menerbitkan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh
notaris inilah yang membuat notaris menjadi salah satu pelaksana profesi hukum
yang banyak berpengaruh terhadap banyak hal yang berhubungan dengan dunia
hukum dan layanan masyarakat. Kewenangan notaris ini pula yang membuat
masyarakat atau pemohon, khususnya para pemohon layanan jasa pembuatan akta

perjanjian bergantung pada pelaksanaan profesinya (borman, 2019).

Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang
diberikan oleh undang —undang dan masyarakat, dalam menjalankan jabatannya
seorang notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus
dilandasi tanggung jawab dalam melaksanaan kepercayaan yang diberikan
kepadanya dengan menjunjung tinggi nilai — nilai moral, etika hukum dan
martabat serta keluruhan jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh
notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Peran dan
kewenangan notaris sangat penting, oleh Kkarena itu notaris harus dapat

menjalankan profesinya secara professional, berdedigasi tinggi serta selalu
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menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik notaris. Dalam
menjalankan jabatan notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah

hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan

pelayan
masyarakat, .S ¢ al anka atannya dengan
menyelaraskan ¢ keahlia i nggi kode etik
professiona ; - nkan . tugas p notaris harus
mempunyai integ an | : g manta : 2 arus jujur terhadap
klien maupun d a sendiri, d 5 dar  Baths -bata enangannya.

kantor, contoh tanda tangan para aan cap atau stempel Jabatan Notaris
berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di
bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, serta Majelis
Pengawas Daerah.

Setelah itu resmi dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Nomor : C

— 1606 — HT.03 — 01 TH 2002, Tanggal 31 Oktober 2002 dan Surat Keputusan

Badan Pertahanan Nasional Nomor : 14 — X.A — 2003, Tanggal 4 Desember 2003
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untuk membuka kantor notaris dan menjalankan Jabatan dengan nyata. Pada
tanggal 4 Desember 2003, Kantor Notaris Melly Tri Yenny Alidin S.H resmi mulai

beroperasi untuk melakukan tugas sebagai notaris. Kantor Notaris Melly Tri Yenny

ng beralamat di Jalan

keinginan pengh atau C at akta tan yang sesuai

dengan undz
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Dalam mencapai tujuan perusahaan Kantor Notaris Melly Tri Yenny Alidin
S.H memiliki Visi Misi yaitu :
Visi
Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat individu dan

perusahaan dalam setiap transaksi bisnis dan pertanahan secara cepat, efisien,

efektif dan menjunjung tinggi etika dan integritas.

Misi
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1. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat individu dan

perusahaan membangun dan memelihara kepercayaan antara kantor notaris

dengan klien.

2. Standar O 510 0
\ )
ar V)

S M h b

RN
£\
>

y
Staff

Lapangan

adalah sebagai berikut :

a. Notaris Melly Tri Yenny Alidin S.H
Tugas dan kewenangan sebagai notaris :
1. Membuat akta pendirian atau anggaran dasar : badan — badan

usaha, dan mengurus pengesahannya jenis badan usaha.
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2. Membuat akta — akta perjanjian seperti : Perikatan jual beli tanah,

Sewa — menyewa tanah, hutang piutang, Kerjasama, perjanjian

kawin, dan lain — lain.

5. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran kas.

6. Membuat laporan keuangan yang akan diserahkan ke Notaris.

. Staff Akta 1 dan 2

Bagian akta memiliki tugas berdasarkan struktur organisasi yaitu :

1. Bertemu dengan klien di kantor.
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. Mencatat order ke dalam buku besar akta.

. Menerima uang muka dari Klien.

. Menerima pertanyaan tentang fidusia.
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BAB 111

HASIL PENELITIAN

A FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB PEMBATALAN AKTA

NOTARIS

masyarakat Indonesia ada . 1 erlindungan dan
kepastian h 1a n mer ':— i  terj: ﬂ engketa dimasa

yang akan mendatang. i ell . " ny Alic mengatakan bahwa

Notaris juga dihadapkan pada persoalan untuk menciptakan hukum dalam
menyelesaikan masalah yang mungkin muncul atau telah ada diantara para pihak,
sehingga diperoleh penyelesaian yang memuaskan bagi para pihak. Dalam
mengemban tugas demikian, maka dibutuhkan kemampuan prefesionalisme dalam
merumuskan keinginan dari para pihak dan tetap menjaga posisinya senetral

mungkin dari kemungkinan keberpihakan terhadap kepentingan dari salah satu
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penghadap. Dalam melaksanakan tugas tersebut, notaris diatur oleh peraturan
kode etik jabatan notaris. Namun, seorang notaris terkadang secara tidak sengaja

melakukan kesalahan yang fatal dalam aktanya, yang pada akhirnya berakibat

dipahami dan
dengan cara
a pihak. Dengan
menyetujui atau

ini  wajib

contoh adalah akta perikatan jual beli, sewa — menyewa, pengkuan hutang dengan
jaminan tukar menukar dan pembagian harta bersama. Kewajiban membacakan
akta dapat tidak dilaksanakan sepanjang penghadap yang meminta akta tersebut
untuk tidak dibacakan karena para pihak telah membaca sendiri, mengetahui dan
memahami isinya sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 ayat (7), bahwa

pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta
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tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan
memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup

akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan

notaris.

emudian akta
Hal tersebut
merupakan pasal 16 ayat

(1) huruf 1 abatan Notaris,

a & £

bahwa me ri oleh paling

Wsea

3 " ebut akan berdampak pada
perlindungan dan kepastia . an para pihak itu sendiri, dimana
akta otentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya
sebagai alat bukti akta dibawah tangan, seperti yang telah dijelaskan pada pasal 16
ayat (8) Undang — undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yaitu
jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dan ayat (7)

tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta dibawah tangan.
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Penegasan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang — undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Jabatan Notaris telah memberikan penekanan terhadap proses
peresmian akta dari pembacaan sampai pada penandatanganan akta yang harus
dilakukan dihadapan notaris.»Dalam kenyataannya Ketika notaris melakukan
Kerjasama dengan beberapa bank dan Lembaga pembiayaan, dimana notaris
berkedudukan untuk membuat-pengikatan: jaminan fidusia seringkali pengikatan
tersebut terjadi pada hari dan waktu yang bersamaan.

2. Adanya Unsur Pemaksaan Untuk Menandatangani Akta

Substansi akta notaris merupakan formulasi atas pertanyaan dari keinginan
para penghadap yang dikemukakan dihadapan notaris. Notaris tidak dapat
memaksakan keinginan atau pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap, tapi
notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum. Jika saran notaris disetujui
oleh para penghadap kemudian dituangkan dalam: bentuk akta, maka hal tersebut
merupakan keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau keterangan
notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut, maka ada akta notaris yang
deklaratif dan akta notaris yang konstitutif (Refika Aditama, 2007).

Penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para
pihak sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta
tersebut. Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari
peresmian akta (verlijden). Pemberian tanda tangan dilakukan pada bagian bawah
akta, pada bagian kertas masih kosong. Pembubuhan tanda tangan pada akta harus

dinyatakan secara tegas pada bagian akta sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44
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ayat (1) Undang — undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang
berbunyi:

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap
penghadap, saksi.dan notaris;-kecuali apabila-ada penghadap yang tidak dapat
membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya.”

Notaris Melly Tri* Yenny "Alidin= $.H , mengatakan bahwa pelaksanaan
ketentuan mengenai waktu penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi dan
notaris jika dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan antara penghadap
dengan saksl dan notaris biasanya disebabkan oleh kesibukan pekerjaan para
penghadap dimana para penghadap sulit mencari waktu yang bersamaan untuk
hadir dihadapan notaris. Sebab lain adalah karena adanya saling percaya antara
penghadap dengan notaris dimana antara notaris dan penghadap telah lama
menjalin kerja sama dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pembuatan akta,
seperti kerja sama notaris dengan bank dan notaris dengan perusahaan —
perusahaan lain. Penandatanganan akta tidak bersamaan oleh para penghadap
memang menjadi dilema dan mengandung resiko bagi notaris. Oleh karena itu
notaris berusaha untuk menghadirkan para.penghadap secara bersamaan waktu
penandatanganan akta tersebut dengan berbagai cara, seperti melakukan
penundaan pelaksanaan penandatanganan aktadimana penundaan ini dilakukan
sampai para pihak telah mendapat kesepakatan tentang waktu untuk dilakukannya
penandatanganan. Dalam hal ini, notaris tidak membatasi sampai berapa lama
jangka waktu penundaan penandatanganan akta yang tidak bersamaan waktu ini

dimugkinkan sepanjang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama, dengan
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tujuan tidak mempengaruhi tanggal dan waktu akta dimana waktu notaris
membubuhkan tanda tangannya segera setelah penghadap terakhir membubuhkan
tanda tangannya.

Selain pertimbangan hak.dan kewajiban yang ada dari masing — masing
pihak dalam perjanjian. Hal lain yang timbul adalah resiko yang terjadi kepada
notaris ‘dimana kemungkinan< disangkalnya, . akta oleh para pihak atas
penandatanganan akta tersebut. Dalam prakteknya, akta yang dibuat dihadapan
notaris adalah akta yang sifatnya otentik. Pelaksanaan penandatanganan akta
secara tidak bersamaan antara para penghadap dilakukan oleh notaris secara
kasuistis. Kasus dimana salah satu pihak tidak mempermasalahkannya seperti
penandatanganan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) serta
akta — akta dimana antara penghadap telah sepakat dan menyetujui akta tersebut
ditandatangani tidak bersamaan diantara mereka. ‘Apabila para penghadap belum
juga menemukan waktu yang tepat maka ada dua tindakan yang ditempuh oleh
notaris. Pertama, notaris meminta para penghadap membuat surat persetujuan
bahwa para penghadap. setuju dan sepakat untuk.menandatangani akta tidak
bersamaan dihadapan saksi — saksi ‘dan.netaris. Kedua, meminta salah satu
penghadap yang berhalangan hadir untuk membuat surat kuasa kepada seseorang
untuk hadir dan menandatangani akta yang telah disepakati.

Apabila penghadap tidak dapat atau berhalangan membubuhkan tanda
tangannya diatas akta, maka keterangan tentang alasan tidak dapat atau
berhalangan tersebut dinyatakan secara tegas oleh notaris dalam akta. Sedangkan

apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena tidak dapat
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membaca atau menulis maka penghadap yang bersangkutan dapat memberikan
cap jempolnya. Cap jempolnya bukan merupakan tanda tangan melainkan suatu
tanda. Pemberian cap jempol itu harus dinyatakan pula dalam akta.

Menurut_penulis, alasan. para penghadap tidak dapat hadir bersamaan
dalam waktu penandatanganan dapat dimengerti karena keadaan saat ini yang
memerlukan pemikiran dan _Gerakan yang serba cepat dan waktu yang sangat
berharga. Sulit untuk mempertemukan waktu yang sama antara para penghadap,
yang perlu diperhatikan dalam penandatanganan akta yang tidak bersamaan oleh
para penghadap dihadapan saksi — saksi dan notaris adalah akibat hukum dari
tindakan tersebut, dimana akta yang dibuat dapat menjadi akta dibawah tangan
atau suatu akta-batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang
menderita Kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga
kepada notaris.

Kesepakatan yang ada antara para pihak dalam suatu perjanjian merupakan
salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab
Undang — undang Hukum Perdata, yaitu adanya keepakatan, adanya kecakapan
untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu-hal tertentu dan adanya sebab yang
halal. Kesepakatan dianggap telah tercapai apabila para pihak saling menerima
apa yang mereka kehendaki. Pernyataan kehendak yang dituangkan dalam akta
merupakan bentuk pernyataan secara tertulis telah terjadinya kesepakatan. Waktu
penandatanganan akta oleh para pihak dihadapan notaris menjadi salah satu
penentu otentik atau tidaknya suatu akta. Penandatanganan akta menentukan

mengikat tidaknya isi dari perjanjian tersebut. Apabila dalam akta hanya salah
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satu pihak saja yang menandatangani, maka tidak dapat dikatakan telah ada
kesepakatan antara para pihak. Pasal 1338 KUHPerdata juga menyatakan,
perjanjian yang muncul mengikat mereka sebagai undang — undang. Dengan
ditandatanganinya-akta yang dibuat oleh para.pihak dihadapan notaris,maka akta
tersebut menjadi mengikat para pihak dalam perjanjian.

Adanya Syarat Formil Yang Tidak Terpenuhi

Dalam suatu pengikatan jual beli, para pihak dapat menerapkan suatu janji
dengan memakai denda, gunanya adalah sebagai peringatan atau pengawasan bagi
pihak — pihak untuk memenuhi janjinya sesuai dengan apa yang tercantum di
dalam akta tersebut. Walaupun hukum menganut asas kebebasan berkontrak
namun sebagai-notaris tetap harus berhati — hati dalam membuat akta yang
diminta para pihak, jangan sampai Isi akta tersebut melanggar ketentuan umum,
ketertiban umum, moral dan-sebagainya. Suatu pengikatan yang dibuat oleh pihak
— pihak di depan notaris pada umumnya pengikatan jual beli atas tanah dan
bangunan yang ada diatasnya, disini para pihak harus memenuhi isi pengikatan itu
karena terikat pada janji yang mereka buat sendiri secara formal.

Suatu perikatan dan-perjanjian. mempunyai suatu hubungan yang tidak
dapat dipisahkan, karena adanya suatu perikatan sebagai akibat dari lahirnya suatu
perjanjian. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan ikatan,
disampingnya sumber — sumber lain yang melahirkan perikatan yaitu undang —
undang. Jadi perikatan itu lahir karena dua hal, yaitu perikatan yang lahir karena
perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang — undang. (Intermasa, 1987)

untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sah berdasarkan pasal 1320
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KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk membuat suatu
perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang diperbolehkan.

Kebatalan menyangkut persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu

lan batal demi
hukum secara serta | jia ak ah ada dan tujuan

para pihak yal adakan.pe ian terseb ! <an suatu perikatan

terutama perjanjian yang bersifat formil mensyaratkan dibentuknya perjanjian
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang — undang, dan jika tidak dipenuhi
maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan
pembuktian.

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak

dipenuhinya ketentuan hukum tentang bentuk atau format perjanjian, cara
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membuat perjanjian ataupun cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan

melalui peraturan perundang — undangan mengakibatkan perjanjian batal demi

hukum. Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian

akta notaris tersebut. Pembatalan akta notaris hanya dapat dilakukan oleh para
pihak sendiri. Akta notaris berisi keterangan, pernyataan para pihak dan dibuat
atas kehendak atau permintaan para pihak, dan notaris membuatnya dalam bentuk
yang sudah ditentukan menurut undang — undang dan juga notaris bukan pihak
dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah

undang — undang. Membatalkan akta notaris berarti secara lahiriah tidak
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mengakui akta tersebut, dengan demikian akta tersebut bukan akta notaris.
Penilaian akta notaris secara lahiriah bukan suatu akta notaris maka harus
dibuktikan dari awal sampai akhir akta notaris ada yang tidak dipenuhi syarat
mengenai bentuk.akta notaris:Jika dapat dibuktikan bahwa.akta notaris tersebut
tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka akta tersebut akan
mempunyal nilai pembuktian. sebagaimana akta di bawah tangan, yang penilaian
pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak.

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul
menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta notaris,
sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari,
tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur
pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam hal ini
Undang — Undang Jabatan-,Notaris. Jika pihakyyang ada-dalam akta merasa
menghadap notaris dan menandatangani akta dihadapan notaris pada saat yang
diyakininya benar, tapi ternyata dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai
dengan kenyataan yang diyakininya, maka pihak yang bersangkutan melakukan
tindakan pengingkaran terhadap kepastian:hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul
menghadap yang tercantum dalam akta. Dalam kaitan ini diperlukan pembuktian
dari pihak yang melakukan pengingkaran tersebut dan notaris yang bersangkutan.
Dalam pembuktian, apabila notaris dapat membuktikan bahwa para pihak yang
menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul
sudah sesuai dengan salinan dan minuta akta, maka notaris dapat lepas dari

tuntutan. Selain itu, jika dalam pembuktian ada pihak yang mengingkari isi akta
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yang dibuat oleh notaris, maka notaris tidak bertanggungjawab terhadap hal
tersebut karena akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan dari para
pihak sendiri.

Jika kemudian ternyata.terbukti bahwayang menghadap notaris tersebut
bukan orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli, tapi orang yang
sebenarnya tidak pernah menghadap “notaris; ,sehingga menimbulkan kerugian
orang yang sebenarnya: Kejadian yang seperti ini tidak boleh dibebankan oleh
notaris, karena unsur kesalahannya tidak ada, dan notaris telah melaksanakan
tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai asas tiada hukum tanpa
kesalahan, dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan,
maka notaris tersebut tidak bisa dinyatakan kesalahan.

Dalam pembuatan akta pihak ataupun akta relaas harus sesuai dengan tata
cara yang sudah ditentukan Akta pihak notaris hanya mencatat, dan membuatkan
akta atas kehendak, keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian
ditandatangani oleh para pihak tersebut, dan dalam akta relaas, berisi pernyataan
atau keterangan notaris sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya, dengan
tetap berlandaskan bahwa pembuatan ‘akta.relaas pun harus ada permintaan dari
para pihak.

Notaris Melly Tri Yenny Alidin S.H mengatakan bahwa dalam memeriksa
akta yang dibuat oleh seorang notaris, parameternya harus kepada prosedur
pembuatan akta notaris dalam hal ini Undang — Undang Jabatan Notaris. Jika
semua prosedur sudah dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat

mereka yang membuatnya di hadapan notaris. Dengan demikian pembatalan akta
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notaris hanya dilakukan oleh para pihak melalui notaris, dan jikalau notaris
terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya
dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari notaris bagi salah satu pihak
untuk menandatangani, tidak membacakan akta di hadapan-para pihak dan syarat
formil pembuatan akta lainnya dilanggar oleh notaris. Apabila terbukti maka
notaris harus memberikan ganti.rugi kepada pihak yang berkepentingan atau yang
merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris. Jika terjadi pelanggaran
terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a) Undang — undang tentang jabatan Notaris,
sah secara hukum. Sanksi hanya berpengaruh pada subjek hukum seorang Notaris
sesuai pada ketentuan pasal 16 Ayat (11) yaitu dapat dikenai sanksi berupa
peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau
pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya mengenai faktor penyebab batalnya akta notaris juga dapat
dilihat didalam ketentuan pasal 49 Undang — Undang Jabatan Notaris yang pada
dasarnya mengatur mengenai tempat perubahan isi akta. Perubahan isi akta dibuat
di sisi kiri akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan dan semuanya harus
dilakukan dengan menunjuk-bagian yang diubah (Sjaifurrachman, 2011).

Adapun faktor — faktor yang menyebabkan pembatalan akta itu terjadi
antara lain :

1. Wanprestasi

Dalam suatu kontrak baku, sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak
telah bersepakat menyimpang atau melepaskan Pasal 1266 KUHPerdata. Akibat

hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu
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dimintakan pembatalan kepada hakim. Dalam hal ini, wanprestasi merupakan
syarat batal. Akan tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan

alasan antara lain bahwa sekalipun pihak tersebut sudah wanprestasi, hakim masih

perjanjian ' da )ntraksaja tetapi jt . s : ebiasaan dan

Undang — KUHPerdata.
Kewajiban perundang —
undangan dan_b .' an a -. at oleh para pihak
untuk meni .

prinsipnya, tujuan dari dibentuknya  suatu sistem hukum yang kemudian
dikenaldengan perbuatan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa
yang disebut oleh peribahasa Latin, yaitu : “Juris praecepta sunt haec; honeste
vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.” (semboyan hukum adalah

hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain

haknya). Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dimaksud dengan perbuatan
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melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain

(Munir Fuady, 2005).

notaris te

Menurut S ahasa s keadaan wajib

menanggung se esua a o orja oleh dituntut atau
dipersalah ~Pusat Pembina embangan Bahasa).
Sedangkan 5 ada jabat umum berwen: membuat akta

otentik dan Kk an lai ) g- undang Nomor 2

peraturan perundangan di dalam pembuatan akta, maka secara materiil dalam
suasana formal dia sudah memenuhi persyaratan dan tugas sebaik — baiknya.
Sebagai contoh, yaitu para pihak meminta pembuatan suatu akta, maka pernyataan
yang disampaikan oleh notaris adalah notaris tinggal membenarkan pernyataan di
dalam suatu akta. Notaris bertanggungjawab atas kebenaran dari materi yang

disampaikan.
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Menurut pendapat Notaris Melly Tri Yenny Alidin, SH. tanggungjawab
notaris dalam menjalankan tugas profesinya adalah bertindak jujur, seksama,

mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam

kekhilafan

adalah tang

dan kewajib

berlaku sebags

dibatalkan maka hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.

c. Dalam segala hal, menurut ketentuan — ketentuan dalam pasal 1365 sampai
dengan pasal 1367 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata terdapat
kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya hal — hal tersebut harus

dilalui proses pembuktian yang seimbang (Erlangga, 1983).
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Menurut pendapat Melly Tri Yenny Alidin S.H mengatakan tugas dan
tanggung jawab notaris tidak hanya membuat akta otentik yang memuat semua
tindakan, kesepakatan, dan peraturan yang berkaitan dengan hukum melainkan
tugas dan tanggungjawab nya itu.adalah mengurus pembukuan dokumen dibawah
tangan dengan mendaftar di buku khusus, membuat salinan asli dokumen berisi
uraian yang telah tertulis danctergambar dalam surat aslinya, mengesahkan
kesesuaian salinan dengan surat asli, dan memberikan nasihat hukum terkait
perumusan dokumen.

Tanggungjawab seorang atas apa yang dibuatnya tentunya merupakan
kewajiban masing — masing individu tersebut ‘karena hal ini merupakan suatu
amanat yang diberikan kepadanya bagi perlindungan seseorang. Dalam hal ini
notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun,
membacakan dan menandatanganinya serta diberi wewenang membuat akta dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang — undang menurut Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata dan Undang — Undang Jabatan Notaris. Akta otentik yang dibuat
oleh notaris dibedakan atas tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian
lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila notaris melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Moegni Djojodirjo,
yaitu bahwa istilah melawan melekat pada kedua sifat dan pasif kalau sengaja
melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain jadi
sengaja melakukan gerakan, maka tampaklah dengan jelas sifat aktifnya dari

istilah melawan itu. Sebaliknya kalau ia dengan sengaja diam saja, sedangkan ia
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sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak
merugikan orang lain, atau dengan kata lain apabila dengan sikap pasif saja maka
ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat dari istilah
melawan (Sumur.Bandung, 1984).

Apabila notaris melakukan pembuatan akta atas perintah dan permintaan
dari para pihak dan syarat — syarat formil-yang.ditentukan oleh undang — undang
dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh notaris, maka notoaris tidak
bertanggungjawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya baru
ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum.
Sebagian besar di dalam Kitab Undang — Undang Hukum Perdata dinamakan
perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum diatur di dalam pasal
1365 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melawan
hukum yang menimbulkanskerugian pada orang, lain, mewajibkan orang yang
salah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Notaris dalam menjalankan profesi telah sengaja melakukan suatu
perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di
dalam pembuatan suatu akta dan_halitu benar — benar dapat diketahui, bahwa
suatu yang dilakukan oleh notaris adalah bertentangan dengan undang — undang,
maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 Kitab
Undang — Undang Hukum Perdata. Sebagai notaris yang tugasnya juga
memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang — orang yang membutuhkan
jasanya dan pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu

terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan undang — undang, menimbulkan
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kerugian pada orang lain dan pihak menghadap tidak mengetahui, maka sikap
pasif notaris dapat dikenakan pasal 1365 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata.
Notaris wajib membayar ganti rugi yang ditimbulkan kepada para pihak
yang merasa dirugikan. Ganti.rugi yang diberikan tersebut adalah kehilangan
keuntungan yang diharapkan. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata mengatur
hal tersebut pada pasal 1244, pasal 1245 dan pasal 1246. Ganti rugi terdiri dari
biaya, rugi, dan bunga: Pengertian dari biaya adalah segala pengeluaran yang
nyata — nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat dari wanprestasi dari debitur.
Rugi adalah kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat wanprestasi dari
debitur. Sedangkan bunga adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh
kreditur terhadap suatu hubungan hukum. Ganti rugi yang dapat diminta kepada
notaris dapat berupa ganti rugi materiil atau ganti rugi nyata dan ganti rugi
immateril atau ganti rugi tidak nyata.
1. Ganti Rugi Materiil
Ganti rugi materiil adalah ganti kerugian yang bisa dihitung dengan uang,
kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian nyata yang
diderita oleh para pihak jikaterjadi pembatalan akta karena kelalaian notaris.
2. Ganti Rugi Immateril
Ganti rugi immaterial adalah ganti kerugian yang berupa kerugian moril
dimana kerugiannya tidak bisa dinilai dengan uang, misalnya rasa ketakutan,
kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, penghinaan dan sebagainya.
Pelanggaran dalam pembatalan akta karena banyak penyebab, dapat dilihat di

dalam ketentuan pasal 44 Undang — Undang Jabatan Notaris tersebut mengatur
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tentang penandatanganan dan bahas dalam akta. Logis jika akta tidak
ditandatangani atau alasan tidak ditandatangan dan penyebutan diakhir akta tidak

dilakukan dianggap tidak ada tanda tangan dan tidak mengikat. Bahasa di dalam

pasal 1337

Undang — Undang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
notaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas kebenaran materiil suatu akta
yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai
suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah

satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.
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1.

ketidakcakapan bertinda akcakapan relatif, bertentangan dengan
Undang — Undang, ketertiban umum atau kesusilaan, terpenuhinya
peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal, adanya cacat
kehendak, penyalahgunaan keadaan, wanprestasi sebagai syarat batal,
tidak terpenuhinya perjanjian formil. Implikasi hukum akibat dari
kebatalan dan pembatalan yang dilakukan oleh notaris maupun para

pihak yang berkepentingan ada bermacam — macam. Pertama, akta
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notaris yang dapat dibatalkan, akta notaris batal demi hukum, akta
notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta

dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri,

B.

berikut:
1. Para pihak yang menghada notaris hendaknya senantiasa membantu
notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berlandaskan itikad
baik dan kejujuran, agar akta tersebut sempurna sesuai dengan aturan

hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.
2. Notaris melakukan tugasnya membuat akta otentik, harus lebih teliti

dalam membuat akta tersebut dan perlu kesadaran tentang hukum,
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moral, etika. Notaris secara materil seharusnya mengetahui aturan yang
berlaku dalam pembuatan akta notaris untuk mengantisipasi segala

resiko hukum vyang terjadi pada masyarakat, khususnya dalam

apan notaris.
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Skripsi berjudu 1jaual : e ata a Notaris” yang
ditulis Nur Rahma Surya Nings ahasic egeri Alauddin
Makassar.
Skripsi  be ab D ’ : Akta Yang

Dibatalkan

dimana sebagai notaris yang b an, Pertanyaan yang akan diajukan
tersebut terlebih dahulu penulis susun dalam daftar pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan dalam penandatanganan sebuah akta ?

2. Dalam pembuatan akta adakah penghambatnya ?

3. Kasus seperti apa yang menghambat dalam pembuatan akta tersebut ?

4. Pembuatan akta sendiri memakan waktu berapa lama ?
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